
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.2097, 2016 KEMENAG. Bantuan Pemerintah. Perubahan. 

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  62  TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA  

NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN PEMERINTAH 

 PADA KEMENTERIAN AGAMA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang    :   a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan 

dan penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan 

Bantuan Pemerintah, perlu dilakukan perubahan atas 

Peraturan Menteri Agama  Nomor 67 Tahun 2015 tentang 

Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian Agama; 

 

Mengingat      :   1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4355);  
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2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5423); 

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa  kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5655); 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang  

Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi Vertikal 

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 851); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

1191); 
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10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 

tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618); 

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang 

Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian 

Agama  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1740); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 

tentang Rekening Milik Kementerian Negara/-

Lembaga/Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2007); 

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang 

Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang 

Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 173/PMK.05/ 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA 67 TAHUN 2015 

TENTANG BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN 

AGAMA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 

67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada 

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor1655) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 

2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611) 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 5 diubah, sehingga 

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian 

penghargaan diberikan kepada perseorangan, 

kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan 

lembaga nonpemerintah.  

(2) Bantuan Pemerintah berupa beasiswa diberikan 

kepada: 

a. siswa/mahasiswa Warga Negara Indonesia yang 

berprestasi yang belajar di dalam/luar negeri 

yang belajar pada 

madrasah/sekolah/Perguruan Tinggi 

Keagamaan/Perguruan Tinggi Umum; dan 

b. mahasiswa asing yang belajar pada Perguruan 

Tinggi Keagamaan di Indonesia.  

(3) Bantuan Pemerintah berupa tunjangan profesi guru 

diberikan kepada: 
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a. guru nonPNS yang mengajar pada lembaga 

pendidikan agama/keagamaan yang didirikan 

oleh masyarakat yang terdaftar pada 

Kementerian Agama; dan 

b. guru agama nonPNS yang mengajar pada 

sekolah umum. 

(4) Bantuan Pemerintah berupa tunjangan lainnya 

diberikan kepada perseorangan (nonPNS) yang 

bertugas pada lembaga keagamaan nonformal.  

(5) Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional 

diberikan kepada lembaga pendidikan dan lembaga 

keagamaan yang didirikan oleh masyarakat yang 

terdaftar pada Kementerian Agama. 

(6) Lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat 

merupakan lembaga pemerintah atau lembaga 

nonpemerintah. 

(7) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana dan 

prasarana diberikan kepada kelompok masyarakat, 

lembaga pendidikan keagamaan, lembaga 

keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat, lembaga 

Pemerintah dan lembaga nonPemerintah yang 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

Kementerian Agama. 

(8) Bantuan Pemerintah berupa bantuan 

rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan 

diberikan kepada lembaga pendidikan 

agama/keagamaan, lembaga keagamaan yang 

dibentuk oleh masyarakat atau lembaga keagamaan 

nonformal yang melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi Kementerian Agama. 

(9) Bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya yang 

memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah 

diberikan kepada perorangan (nonPNS), kelompok 

masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga non 

pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri dalam 
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